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KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN

NOMOR : lTr / lqt'lq9 /Kep-DPRD/12l2020

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2O2O

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

^.Menimbang
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka diperlukan
adanya Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2020;

a

b. bahwa dalam rangka membantu dan menunjang
kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah serta untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam
penyediaan dan peningkatan sarana berbagai bidang usaha,
meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, maka
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2020
harus dikelola secara profesional, efesien, transparan,
mandiri, akuntabel dan bertanggung jawab,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk peraturan
Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Tahun 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
1O92);

Mengingat 1



)

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 1'12, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor '12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20"14 Nomor

182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomolt7 Tahun

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Dewan Peruvakilan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6187);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20'14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

s679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang
Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3005);



-)

'1 0. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1 99'l tentang
Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat ll Karo, Kecamatan
Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat ll Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat ll Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan
Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun,
Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat ll Medan Dalam

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1991 Nomor

67);

1 'l . Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang

Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah

Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat ll Simalungun, Dairi,

Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,

Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat ll

Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992

Nomor 65);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl

Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik NegaraiDaerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

s533);

1 5. Peraturan Pemerintah Nomor '12 Tahun 201 7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 6'173);
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 20'18 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 547);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan

Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi

Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 20'18 Nomor 700);

20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun

2016 Nomor 15);

22. Pe'atl;l.an Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2019

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2020 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 7);

23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1

Tahun 20'18 tentang Tata Tertib ( Berita Daerah Kota Medan

Tahun 2020 Nomor 2 );

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 10

Desember 2020.
2. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD Kota Medan

atas Ranperda Kota Medan tentang Rancangan Peraturan
Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020.

3. Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan yang disampaikan
pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Medan tanggal 30 Desember 2020.

Memperhatikan:



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2O2O

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2020 Kola
Medan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Dalam lmplementasi Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya

memperhatikan pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Penvakilan Rakyat
Daerah Kota Medan yang seterusnya ditindaklanjuti sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dltetapkan dengan
ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan
perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan

dan / atau kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,

HASYIM, S.E

Wakil Ketua, Wa Wakil Ketua,

H.IHWANRITONGA,S.E.,M.M H.RAJUDINSAGALA,S.Pd.I H.T BAHRUMSYAH,S.H.,M.H

Tembusan :

1. Plt. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota M6dan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Plt.Sekretaris DPRD Kota Medan.

KETIGA


